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ABSTRAK

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang
sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis bank tersebut
terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien
termasuk perbankan syariah di dalamnya. Kegiatan usaha yang mempergunakan
dana publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah dijadikan
scbagai prioritas dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). GCG
dapat diartikan sebagai suatu struktur, sistem dan proses yang mengatur arah dan
kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah jika sebuah
institusi perbankan ingin maju dan berkembang harus melaksanakan GCG ini
dalam setiap organ perusahaannya.

Pada perbankan syariah persoalan corporate governance sedikit berbeda
dengan corporate governance dalam bank konvensional karena bank syariah
mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu
hukum syariat dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan
memberikan modal kemitraan berdasarkan profit and loss sharing atau cara-cara
pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariat

Dalam skripsi ini penyusun mencoba menjajagi penerapan GCG di bank
syariah, tepatnya di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam skripsi ini penyusun
akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang
mencakup aspek fairmess, transparancy, accountability, responsibility dan
independency pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan penyusun juga akan
meninjau pelaksanaan tersebut dilihat dari hukum Islam.

Jenis penelitian skripsi ini adalah field research atau penelitian lapangan,
dengan tekhnik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis
normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh
hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa jauh
sebelum masyarakat modern mengenal GCG, Islam telah menyediakan "materi-
materi” bagi terbentuknya GCG. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis
prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. BRI Syariah
Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan
cukup baik dalam tata kelola perusahaannya, dengan tanpa meninggalkan
identitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Selanjutnya dapat diambil
kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BRI Syariah Cabang
Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, lebih spesifik lagi telah sesuai
dengan etika ekonomi yang terkandung dalam nilai-nilai hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI Dan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Dan Nomor:
053b/U/1987 yang sccara garis besar dapat diuraikan scbagai berikut:
1. Konsonan Tunggal

i‘;;if Nama Huruf Latin Keterangan
! Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
i Ta’ L e
- Sa S Es (dengan titik di atas)
E Jim J Je
& Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh Ka dan Ha N
> | Dal D De ]
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
3 Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
B Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
P Sad S Es (dengan titik di bawah) W
P Dad D De (dengan titik di bawah)
N Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
b Za’ Z Zet (dengan titik di bawah)
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¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
'& Gain G Ge
Fa’ F Ef

d Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em

o Nun N En -
3 Wawu W We

— Ha’ H Ha
¢ | Hamzah ’ Apostrof
& Ya’ Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal Tunngal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasimya sebagai berikut:

Nama

Huruf Latin Nama

Tanda

S " Fathah A a
e Kasrah I i
— Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya bcrupa gabungan
antara harkat dan dan huruf, trasliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

¢ ——  Fathah dan ya Ai adani
y g Fathah dan wawu Au adanu
Contoh:
iS5 - kaifa J s - haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Hurufdan tanda Nama
6 — 1 — Fathah dan alif atau ya’ a a dengan garis di
) atas
T . Kasrah dan ya’ H a dengan garis di
i atas
Py Dammah dan wawu u u dengan garis di
i atas
Contoh:
JB - qala 3 - qila
() - rama J 3 - yaqulu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua yaitu:

a,

Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
damumah, transliterasinya adalah (t)

Ta’ Marbutah mati

Ta’ Marbutah mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya (h)
Contoh:

kb - Talhah

Kalay pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang “al” sertabacan kedua kata itu
terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h
Contoh: '

i3\ L4, - Raudah al-jannah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,
dalam transliterasi ini tanda sayddah tersebut dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
contoh:

Ly -rabbana

p-&i - nu'imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu adle Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu
dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata
sandang yang diikuti olech qamariyah.
a. Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf kata sandang itu.
contoh:

Jr M - ar-rajulu
dudl - as-sayyidah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyyah,
kata candang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh:

ol - al-qalamu
&edl - al-badi’u

7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan
sesuai dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan: di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
(e~ - Syai’un . C-’,i( - umirtu

¢ ¢3! - as-nau’u 034l - ta’khuzina
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8.

10.

Penulisan Kata .

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisab. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaiakan dengan kata lain, karena ada huruf Arab
atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
teresbut dirangkaikan dengan juga dengan kata lain, karena ada huruf
Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini pcnulisan
kata terscbut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh: '

a8yl ot b i Oy - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
Oy LSOV @4l - Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizanan atau

Fa ‘auful-kaila wal-mizanan .

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf terscbut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya:
huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
vang ditulis dengan huruf kapital tctap harus awal nama diri yersebut,
buka huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

J gy Y1 Lo Ly - wa ma Muhammadun illa rasul
e &y Jst OV - inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidka dipergunakan.
Contoh:

S b bl o+ o~ -nasrun minallahi wa fathun qarib
b Ayl & - lillahi al-amrujami’an

Tajwid

Bagi mereka yang mengingikan kefasthan dan bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu
tajwid. -



MOTTO
o @S 1315 Lghal I ULl 193 35 OF oSl allt O)
O At O) &y @Sy Lo alll O] Jually 1 5aSos OF ol
P TR

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat Repada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapRan
hukum di antara manusia supaya Ramu menetapkan dengan adil.
Sesungguhinya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhinya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Q.S An-Nisa' (4) : 58

" TIDAK ADA DOA
DAN PERJUANGAN YANG SIA-SIA"
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PERSEMBAHAN

" Karena Aflaf SW telah menganugerahkan Rehidupan ini lewat tangan orang-orang di

sekitarky, hingga aku dapat melangkah sampai tempat ini "

Tidak mudah menyelesaikan setiap guratan kata dalam penulisan skripsi
ini. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan ini
dengan segala rahmat dan hidayah-Nya terutama banyaknya keberuntungan pada
diri saya sebagai manusia yang masih mencari dan membutuhkan ilmu
pengetahuan.

Judul dan tema skripsi yang saya angkat ternyata telab menyita banyak
waktu dan juga biaya, namun kepuasanlah yang membawa saya untuk terus
menulis ketika daya pikir telah buntu karena banyaknya batu terjal yang tak henti-
hentinya menyandung. Proses yang saya rintis selama satu semester ini akhirnya
memberikan bukti nyata bahwa tak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan.
Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi mesin pembakar motivasi saya untuk
menulis dan tetap berfikir dengan segala kejernihan yang dikaruniakan-Nya.
Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

1. Almarhum Bapak saya, semoga saya berhasil mewujudkan cita-citamu.

Bapak, semoga engkau bahagia di sana dan semoga saya tetap diberi

kekuatan dan ketabahan untuk mengarungi luasnya samudera kebidupan.

Rasanya sungguh bukan pengorbanan yang sia-sia atas semua yang telah
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engkau lakukan sampai akhir hayatmu. Saya berjanji akan menjadi yang
terbaik bagimu.

. Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril maupun
materil dan yang selalu bersikap sabar menghadapi anaknya. Sebagai
seorang ibu yang selama ini telah menghabiskan hidup untuk menghidupi
keluarga yang dicintainya.

Semua guru, kyai dan ustad saya yang telah memberikan bimbingan
ruhani yang tiada henti-hentinya kepada saya. Khususnya Bp K.H Drs.
Ahmad Badawi beserta Tbu, dan Bp Jaenuddin M.Si, Mas Aan Ihsan.

Bp. Dimyati, S.Ag., M.Ag yang telah dengan sabar menjadi teman diskusi
saya setiap saat.

Bulek Endang sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan moril
maupun materiil demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Konco-koncoku akrab, Rudi, Igbal, Erfan, Dodi, Adi, Pipit, Nurvi, Indah,
Amalia, Zidni. Thank's for persahabatane, tumpangane and loyalityne.
Kalian semualah yang paling banyak "menodai" dan mewarnai waktuku di
UIN ini, dan karena kalian semua saya dapat memahami betapa berartinya
sebuah persahabatan.

Semua teman Muamalat I 03, semoga persahabatan kita tetap abadi
selamanya.

Untuk teman-teman eks FH UGM 02, Risang Pujiyanto, S.H, Didit
Akhdiat Suryo, S.H, Yuyun Ari Nugraha, S.H, dan teman-teman lain yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Thank's banget buat buku-bukunya,
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semangatnya, diskusinya, dan semua sumbangan pemikiran yang telah
kalian berikan. Kutunggu ajakan kalian mendirikan Legal Consultant.
9. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan sesama
alumni 4 Bhe Jogja 02.
Hidup terlalu singkat untuk kita sia-siakan, sebelum lidah kita tidak
mampu lagi mengecap, mata kita merabun, maka bersyukurlah kepada-Nya

sebelum semuanya berakhir dengan penyesalan yang sia-sia.
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Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan
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di Jurusan Mua.rnala.-t Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan
kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan
menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan
terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H,

M.Hum yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
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4. Segenap jajaran BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang telah banyak
membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran yayasan Human Foundation Forum (HFF) yang telah

banyak memberikan bantuan materiil selama penyusun menimba ilmu di

UIN Sunan Kalijaga tercinta ini.

6. Ibu Hermi di perpustakaan MSI UIL Terima kasih untuk buku-buku yang
sangat penyusun butuhkan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri
pnyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya
terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada

manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 17 Safar 1428 H
07 Maret 2007 M

Hary s@di
NIM. 03380416
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulit dipungkiri selama sepuluh tahun terakhir ini istilah Good
Corporate Governance ! (selanjutnya disingkat GCG) semakin populer.
Tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi
terhormat. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk
tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus
memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang
telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Gagasan GCG muncul sebagai kritik terhadap praktik bisnis
modern yang berkembang dengan cepat. Praktik bisnis yang ada saat ini
mempunyai karakteristik semakin dipisahkannya fungsi kepemilikan dan
manajemen pengelolaan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena
keterbatasan kemampuan pemilik dalam mengelola perusahaan sedangkan
di sisi lain para profesional menawarkan kemampuannya untuk mengelola
perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal
ini memunculkan agency problems akibat pemilik perusahaan

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para agents (profesional)

! GCG dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang
baik. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendefinisikan
GCG sebagai sebuah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer
menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan
mengawasi kinerja. Lihat I Nyoman Tjager, (dkk), Corporate
Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia (Jakarta: PT
Prenhallindo, 2003), him. 28.



yang lebih mengerti dalam menjalankan praktik bisnis sehari-hari.’
Kemudian konsep GCG muncul untuk meminimalkan potensi kecurangan
akibat agency problems tersebut.

Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan
dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang
mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan-keputusan yang
menguntungkan diri sendiri dan pada akhimya GCG dapat meningkatkan
kepercayaan investor.

’ Kegagalan penerapan GCG diyakini sebagai salah satu penyebab
krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin, disamping sistem
hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten,
praktik perbankan yang lemabh, serta pandangan Board of Directors (BOD)
yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Ada
beberapa prinsip dasar dalam GCG antara lain fairness, transparancy,
accountability, dan Jr-ent;pc)mibz‘!ity.3

Menyadan pentingnya GCG sebagai suatu sarana yang sangat
penting dalam rangka revival ekonomi, pemerintah telah membentuk
komite nasional tentang corporate governance yang bertugas menyiapkan

suatu kerangka dasar untuk pelaksanaan GCG.

* Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2005), hlm. 405.

* Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya
dalam Konteks Indonesia, cet. I (Jakarta: PT Ray Indonesia, 2005), him. 3.



L% ]

Pembentukan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) pada
bulan Agustus 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah
perkembangan GCG di Indonesia. Pembentukan KNKG tersebut
dimaksudkan untuk memprakarsai dan memantau perbaikan dalam bidang
corporate governance di Indonesia. Komite ini terdiri dari sektor swasta,
kalangan profesi seperti hukum, keuangan, akuntan, dan dari sektor publik.
Sementara itu, di sektor swasta juga tumbuh inisiatif untuk membantu
upaya mensosialisasikan GCG yang ditandai dengan terbentuknya
beberapa Non Government Organization (N GO)*,

Pada bulan April 2001 Komite Nasional Kebijakan Governance
mengeluarkan the Indonesian code of corporate governance bagi
masyarakat bisnis Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan menyajikan
pedoman kepada masyarakat bisnis Indonesia tentang bagaimana
menerapkan GCG pada perusahaan-perusahaan mereka. Dengan demikian
diharapkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional dapat
meningkat.” Pada tahap pertama ketentuan tentang GCG di atas terutama
ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana

publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik.®

* I Nyoman Tyager (dkk), Corporate, hlm, 72.
* Ibid., him. 74.

® Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, Good Corporate Governance (Tata Kelola
Perusahaan yang Sehat), cet. I (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), him. 23,



Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas untuk
mengatur dan mengawasi bank. Menyadari pentingnya fungsi dan peran
perbankan sebagai lembaga perantara keuangan, pemerintah dengan
otoritas dan kewenangannya secara terus-menerus melakukan pembenahan
dan peningkatan fungsi dan peran lembaga pengawas perbankan yang
dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan oleh
lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen (vide pasal 34
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Fungsi utama
dari bank sentral adalah menjaga kesetabilan moneter, menjaga kelancaran
dan kesetabilan sistem pembayaran serta menjaga keschatan dan
kesetabilan sistem perbankan. Ketiga fungsi tersebut terkait satu sama lain,
sehingga harus dikelola secara terpadu.’” Mengingat tugas tersebut, BI
memiliki peran sentral dalam mendorong bank-bank di Indonesia untuk
menerapkan GCG. :

Sebagai wujud nyata peran Bl dalam mendorong penerapan GCG,
Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 8/4/PBl/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum.

" Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2004), him. 7.

* TB M Nazmudin Sutawinangun, “Corporate Governance Perbankan di Indonesia™,
http://www. republika.co.id, akses 30 Juli 2006.



Dalam ketentuan yang mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 30 Januari
2006 ini, setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip
GCG.

Dengan terbentuknya sistem check and balance yang efekfif
melalui pelaksanan prinsip-prinsip GCG tersebut, kemungkinan terjadinya
"salah urus" dan "salah pakai" kekayaan oleh sebuah institusi, seperti yang
telah terjadi di perbankan nasional pada era orde baru dapat diminimalisir.
Dengan demikian, tidak berlebihan jika berkembang pendapat bahwa tidak
ada pilihan lain kecuali perbankan nasional termasuk perbankan syariah di
dalamnya harus melihat GCG bukan sebagai aksesori belaka, tetapi suatu
sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat fundamental jika memang
masih berharap kasus-kasus yang menyedihkan yang pernah terjadi di
dunia perbankan nasional tidak terulang lagi.

Dinamika perkembangan perbankan syariah di. Indonesia adalah
salah satu sisi yang menarik untuk dikaji. Ada optimisme yang besar bagi
sebagian orang bahwasannya dengan melirik posisi umat Islam yang
menempati posisi mayoritas di Indonesia merupakan social capital yang
besar bagi eksisnya bank syariah di Indonesia. Modal sosial, meskipun
pengertiannya abstrak, tetapi rasional karena landasan utamanya adalah
akal budi manusia dan pola berpikir.

Modal sosial mencerminkan kemampuan umat Islam scbagai

komunitas mayoritas untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah



organisasi atau lembaga seperti bank syariah guna memenuhi berbagai
kebutuhan yang sesuai dan relevan dengan pandangan dunia mereka.’

Selama ini komitmen Bank Indonesia selaku bank sentral untuk
mengembangkan bank syariah telah dianggap menggembirakan.
Kepedulian Bank Indonesia terlihat sangat transparan terhadap
pengembangan bank syariah. Bl sangat aktif melakukan sosialisasi tentang
perbankan syariah. Kepedulian ini tidak saja karena BI memiliki
kewajiban terhadap eksisitensi, perkembangan dan kesehatan perbankan
nasional, tetapi juga Bl melihat bahwasanya sistem yang dijalankan bank
syariah lebih tahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang sedang dialami
bangsa Indonesia saat ini. 90

Dalam perbankan syariah persoalan corporate governance sedikit
berbeda dengan corporate governance dalam bank konvensional karena
bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan
yang berbeda yaitu hukum syariah dan pada umumnya mengikuti harapan
kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan profit
and loss sharing atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleb
syariat.

Disamping itu selain bank syariah memiliki dewan komisaris,

dikenal juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) selaku pengawas

® Muhammad, Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, cet. 1
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), him. 29.

' M. Syafi’i Antonio, Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan
Ancaman, cet, Il (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), him. 127.



independen dalam bank syariah.'' Peran utama para ulama dalam DPS
adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi
yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan
bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala bahwa
bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan.
Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk
baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai
penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan
oleh Dewan Syariah Nasional.'?

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam
mensikapi konsep GCG yang bisa dikatakan baru dalam khazanah dunia
hukum bisnis mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama
Islam. Konsep ini memang diperkenalkan dari pemikir Barat dalam
dasawarsa terakhir ini kemudian diadopsi oleh masyarakat bisnis
Indonesia, termasuk dalam hal ini dunia perbankan dimana perbankan
syariah merupakan bagian darinya. Prinsip-prinsip GCG yang berasal dari
dunia Barat apabila dilaksanakan memang dapat memberikan manfaat,
tetapi juga harus dilihat terlebih dahulu apakah prinsip tersebut sesuai

dengan hukum lIslam, sehingga dapat pula diterapkan oleh perbankan

! Muhammad, Manajemen, him. 409.

2 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Prakiik, cet. | (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hlm. 234.



syariah, Untuk itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang
penerapan prinsip-prinsip GCG dalam bank syariah. Adapun yang menjadi

obyek penelitian ini adalah BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

B. Pokok Masalah
Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka penyusun
menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance ?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi prinsip-prinsip Good
Corporate Governance di BRI Syariah Cabang Yogyakarta ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance di BRI Syariah Cabang

Yogyakarta ?

C. Tujusn dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan GCG.
b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG di
BRI Syariah Cabang Yogyakarta.
c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
konsep dan penerapan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah Cabang

Yogyakarta.



2. Kegunaan.

a. Secara akademis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan
sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam
rangka perkembangan hukum bisnis Islam terutama yang
berhubungan dengan penerapan GCG dalam bank syariah.

b. Secara terapan, dapat digunakan oleh para praktisi dalam hal ini
stakeholders dan shareholders dalam perusahaan atau perbankan
syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya agar bersedia
melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG jika itu tidak

bertentangan dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang konsep Good Corporate Governance memang telah
banyak beredar di kalangan masyarakat luas, bmk yang disampaikan oleh
praktisi ataupun akademisi, khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang hukum bisnis. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-
buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, tulisan lepas dalam media massa
maupun artikel lepas di internet. Kebanyakan dari karya itu, khususnya
yang berasal dari Indonesia atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia, lebih menekankan kepada aplikasi dari konsep GCG dalam
perusahaan, bukan dalam perbankan lebih khusus lagi dalam dunia
perbankan syariah dan sangat sedikit yang mengupasnya secara lugas

dengan tinjauan normatif hukum Islam.
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Sejauh pengamatan penyusun belum ada_ sebuah buku atau karya
yang secara eksplisit mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap
GCG dan penerapannya dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu
kiranya telaah pustaka ini disampaikan tidak hanya untuk menunjukkan
keaslian kajian skripsi ini, tetapi juga untuk membantu memberikan bahan
pertimbangat: yang memadai.

I Nyoman Tjager (dkk) dalam bukunya secara lugas dan jelas
membahas tentang dasar-dasar dari GCG dan implementasinya dalam
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penulis buku ini menjelaskan bahwa
meskipun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, tetapi sistem
ini dapat memberi dasar sistem nilai baru bagi BUMN untuk dapat lebih
mandiri, profesional, dan mampu bersaing di era sekarang ini. BUMN
memerlukan perubahan struktural dan nilai secara mendasar, dan
dikembangkannya corporate culture yang baru."> Analisis yang dilakukan
oleh Tjager ini hanya terfokus pada pelaksanaan GCG dalam lingkup
BUMN dan tidak menyentuh institusi perbankan syariah.

Mas Achmad Daniri mencoba mengumpulkan gagasan-gagasan
yang tersebar dalam banyak pustaka dan ruang diskusi yang berkaitan
dengan konteks dan penerapan GCG di Indonesia. Tulisan ini mengkaji

tentang aspek makro maupun mikro reformasi corporate governance di

' | Nyoman Tjager (dkk), Corporate, him. 13.
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Indonesia.'* Tulisan ini sama sekali tidak meninjau GCG dengan tinjauan
hukum Islam.

Djokosantoso Moeljono, menulis tentang keterkaitan antara GCG
dengan budaya perusahaan. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh
berasumsi bahwa inti dari GCG adalah Good Corporate Culture (GCC).
Premis ini diambil dari pengalaman berbagai negara dan berbagai
perusazhaan. Menurutnya, perusahaan dapat mengawinkan antara nilai-nilai
corporate culture dan nilai corporate governance. Perkawinan ini akan
membuahkan sinergi yang luar biasa. GCG bukan hanya bagi organisasi
bisnis atau perusahaan, tetapi juga bisa diterapkan di organisasi publik,
bahkan nt:gara.'5 Tulisan Moeljono telah masuk pada tataran implementasi
GCG dalam dunia perbankan konvensional, tetapi implementasi dalam
perbankan syariah tidak disinggung. Tulisan ini juga tidak menganalisis
konsep GCG dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kemudian Siswanto Sutojo dan E John Aldridge menjelaskan
tentang pengertian dan pemahaman awal dari GCG, latar belakang konsep
ini muncul dan prinsip-prinsip dari GCG. Konsep corporate stakeholders
dan peranannya bagi kehidupan perusahaan dan perlindungan hak dan

kepentingan mereka dikupas secara lugas dalam buku ini.'®

* Mas Achmad Daniri, Good, him. 57.

 Djokosantoso Moeljono, Geod Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good

Corporate Governance (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005}, hlm. 112,

16 Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, Good, hlm. 71.
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Adapun tulisan yang mencoba membahas GCG dalam dunia
perbankan adalah karya dari Hessel Nogi S. Tangkilisan. Tulisan ini
menjelaskan tentang penerapan tiga prinsip utama GCG yang harus
diaplikasikan dalam dunia perbankan, antara lain kemandirian, integritas
dan transparansi yang menjadi modal dasar dalam penyelenggaraan bisnis
perbankan secara efektif dan berkesinambungan. Tulisan ini lebih
menekankan kepada tata cara pengelolaan kredit yang baik, khususnya
yang disalurkan kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Akan
tetapi aspek yang lain dalam dunia perbankan syariah tidak dijadikan
perhatian oleh penulis buku ini.'?

Lebih jauh Lukman Fauroni membahas tentang prinsip-prinsip
etika bisnis Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Dijelaskan bahwa
prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Qur'an memberikan pandangan bahwa
antara bisnis dan etika bukan merupakan dua bangunan yang terpisah,
melainkan sebagai satu kesatuan struktur. Ditegaskan pula bahwa bisnis
dalam pandangan al-Qur'an bukan semata-mata upaya meraih keuntungan
material, tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni
pencapaian tujuan kemanusiaan sebagai pengejawantahan amanah sebagai
makhluk dan sebagai khilafah untuk mencapai keridhoan Allah SWT."

Buku ini hanya membahas secara umum etika-etika bisnis khususnya yang

" Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit
Perbankan (Y ogyakarta: Balairang&Co, 2003) him. 268.

'® R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2006), hlm. 245.



13

terdapat dalam al-Qur'an. Tinjauan yang dipakai sangatlah umum dan
tidak membahas secara spesifik masalah perbankan syariah.

Sofyan S Harahap menjelaskan tentang auditing perspektif Islam.
Dalam bukunya dijelaskan tentang sejarah auditing. Dia juga mengupas
tentang kode etik dalam melakukan audit yang dilandasi dengan aturan-
aturan dalam Islam. Tulisan ini menarik karena mengetengahkan ilmu
auditing yang berkait erat dengan ilmu akuntansi, tetapi menggunakan
sudut pandang norma-norma keislaman. Eksistensi dari Dewan Pengawas
Syariah selaku badan auditor juga disinggung dalam tulisan ini."

Didit Akhdiat Suryo melalui skripsinya menjelaskan tentang sejauh
mana efektivitas penerapan GCG dalam dunia pasar modal. Disebutkan
bahwa BAPEPAM telah serius dalam melakukan penegakan hukum
terhadap peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG.
Walaupun dalam pelaksanaan sanksi kepada emiten masih bersifat sanksi
yang ringan. Dijelaskan pula bahwa BAPEPAM sebagai regulator atau
rule making telah membuat peraturan-peraturan yang telah mencerminkan
prinsip-prinsip GCG.?" Skripsi ini lebih terfokus pada pelaksanaan aturan-
aturan GCG dalam dunia pasar modal karéna yang menjadi obyek
penelitian dari skripsi ini adalah BAPEPAM. Pelaksanaan GCG dalam

perbankan syariah tidak disinggung dalam skripsi ini.

" Sofyan S Harahap, Auditing dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Quantum,
2002), hlm. 225.

* Didit Akhdiat Suryo, “Upaya Badan Pengawas Pasar Modal Dalam Mendorong
Penerapan Good Corporate Governance oleh Emiten di Pasar Modal Indonesia,” Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006).
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Kemudian Awan Kostrad Diharto dalam tesisnya membahas
tentang konsep fair trade dalam Islam. Menurutnya keadilan tidak cukup
hanya diselesaikan atau diwujudkan dengan etika, tetapi keadilan yang
sesuai dengan kebajikan-kebajikan tertinggilah yang menentukan suatu
standar tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kewajiban-
kewajiban relijius dan legal. Dalam tesis ini juga dijelaskan tentang
prinsip-prinsip keadilan dalam etika ekonomi dan bisnis Islam, baik
mencakup masalah produksi, distribusi dan konsumsi maupun
manajemennya.’’ Tesis ini hanya membahas tentang aspek keadilan dalam
Islam, sedangkan prinsip-prinsip dalam bisnis Islam kurang mendapat
perhatian.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan aspek etika bisnis adalah
skripsi yang ditulis oleh Alfi Syahri. Dalam skripsinya dipaparkan secara
global tentang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, bagaimana
seharusnya bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan
sekitarnya dibahas secara tuntas disini. Jika dikaitkan dengan GCG, aspek
tanggung jawab hanyalah sebagian kecil saja dari prinsip-prinsip dalam

GCG*

2 Awan Kostrad Diharto,*Etika Fair Trade dan Etika Perniagaan Berkeadilan Islam
(Studi Komparatif Tentang Harga dan Kompensasi yang Adil),“ Tesis tidak diterbitkan,
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1999).

# Alfi Syahri, "Etika Bisnis Islam (Membangun Tanggung Jawab Sosial dalam
Dunia Bisnis)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2006).
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Widha Khalidah sedikit berbicara tentang akuntabilitas karyawan
di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Cirebon. Dalam skripsinya
dijelaskan bahwasanya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan pada BRI Syariah tersebut. Aspek tata kelola
dari BRI Syariah belum disinggung di sini.”

Pembahasan yang berkaitan tentang GCG dalam media massa
ditulis oleh Yunus Husein yang merupakan Ketua Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dijelaskan bahwa terdapat
korelasi positif antara ibadah puasa dengan pelaksanaan GCG. Diharapkan
dengan dilaksanakannya ibadah puasa secara baik dan benar akan
meningkatkan kejujuran dan kemampuan menahan diri dalam melakukan
kegiatan-kegiatan yang dilarang agama termasuk di dalamnya berlaku
tidak jujur dan tidak transparan, khususnya dalam hal keuangan.”* Tulisan
ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi karena berbicara
tentang konsep GCG dalam pandangan Islam. Akan tetapi pembahasan
secara khusus tentang implementasinya dalam perbankan syariah kurang
ditekankan oleh penulis. Penulis hanya berbicara dalam masalah kredit
yang islami dan itu pun hanya sekilas disinggung.

Takuji Kameyama (dkk) dalam sebuah jurnal menulis tentang

penerapan GCG dalam dunia perbankan Indonesia. Tulisan ini

= Widha Khalidah, "Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan BRI Syariah Cabang Cirebon," Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

** Yunus Husein, “Puasa & Good Corporate Governance”, SKH Seputar Indonesia,
No. 47/1 Tahun ke-2 (Selasa 17 Oktober 2006), hlm. 10.
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menjelaskan tentang kekhasan dan sedikit perbedaan penerapan GCG
dalam perbankan daripada perusahaan pada umumnya.”

Dari beberapa karya diatas menunjukkan bahwa tinjauan hukum
Islam terhadap konsep GCG dan bagaimana penerapannya dalam
perbankan syariah khususnya di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Yogyakarta belum ada yang membahasnya. Untuk itu penelitian yang

dilakukan ini menjadi sangat dipertimbangkan.

E. Kerangka Teoretik

Munculnya wacana pemikiran Good Corporate Governance yang
bisa dikatakan merupakan bagian dari konsep etika bisnis didorong oleh
realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara
pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari
laba semata-mata. Oleh karena itu cara apapun boleh dilakukan demi
meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya, aspek moralitas tidak bisa
dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis
dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Pada satu sisi aktivitas bisnis
dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sementara
prinsip-prinsip moralitas dianggap dapat membatasi aktivitas bisnis.*®
Tidak jarang dalam melakukan aktivitas bisnis sering merugikan orang

lain. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan syara’.

* Takuji Kameyama (dkk), “Corporate Governance of Banks in Indonesia”, PT. UFJ
Institute Indonesia Forum for Corporate Governance in Indonesia (2005), hlm. 26.

26 R, Lukman Fauroni, Etika, hlm. 1.
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Dalam melakukan kegiatan muamalat (termasuk didalamnya
aktivitas bisnis) Islam menetapkan aturan yang komprehensif, misalnya
tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui
hukum-hukum muamalat tentang masalah tersebut. Atas dasar inilah Islam
kemudian mensyariatkan kaidah atau aturan dalam bidang muamalat yang
dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi
yang diperbolehkan.?’

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki
beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:?*

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul. Prinsip ini
mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas
atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur
paksaan. An tara'dhin adalah kerelaan yang sebenarnya bukan kerelaan
yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan itu harus dapat

diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalat yang legal dan dapat

*’ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

*® Ahmad Azhar Basyir, Asas-dsas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2000), him.16.
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pula dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun
sesudahnya.29

¢. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini
memberi akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan
masyarakat tidak dibenarkan.

d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan
menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan
kesempatan dalam kesempitan.

Secara global dijelaskan, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum
adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia
maupun akhirat. Kemaslahatan dibagi dalam tiga kategori yaitu,
daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat®® Sedangkan kamaslahatan daririyyat
tersebut terkenal dengan al-maqasid al-khamsah (lima tujuan dasar
syari’at Islam), lima tujuan tersebut diarahkan untuk memelihara

kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

® Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran), Jilid. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
2002), hlm. 133.

% Daruriyyat ialah suatu maslahah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan
akhirat dimana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia
tidak akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh kemudian kehidupan akan sirna serta dalam
urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi.
Hajiyyar maknanya kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya
kesempitan yang umumnya mendatangkan kesulitan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan
agama. Apabila maslahah tersebut tidak direalisasikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf,
tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-
kebaikan secara umum. Tahsimiyyat artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang
diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar vang
menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak. Asy-Syatibi, a/-Muwalfagat
(Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt) I : 8.
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keturunan, dan memelihara harta benda’' Dari sini bisa dilihat,
sesungguhnya syari’at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara
kepentingan manusia baik material, spiritual, individu maupun
kepentingan sosial. Syari’at Islam memelihara kepentingan tersebut atas

dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas maupun

menimpakan kerugian.’> Dalam kaidah figh disebutkan:

B e 4 I g e st @ g

Juga kaidah figh

4h Lall o e aia el 553

Dalam Islam kebebasan tanpa batas adalah suvatu hal yang mustahil
ditakukan  oleh  manusia karena tidak menuntut  adanya
pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tantutan keadilan

dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

*1 As-Syatibi, al-Muwafagat, hlm. 10.

% Yusuf al-Qardawi, Itjihad dalam Syari'ar Isiam, alih bahasa Ahmad Syathori
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53.

¥ Al-Suyuthi, Asybah Wa al-Nazair (Beirut: Mu'assasah al-Kiutub al-Sagqafiah,

1994), him. 82.

** Al-Subki, Asybah Wa al-Nazair, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, 1991),
hlm. 60.
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Allah berfirman:

Phah y ComaS Loy ol JS

Dalam konteks ekonomi dan bisnis aksioma ini dijabarkan menjadi
suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu
tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan
ekonomi dan sosial. Menurut Sayyid Qutbh, Islam mempunyai prinsip
pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang
lingkupnya.*® Adapun konsep kebenaran dalam Islam mengandung dua
unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Pandangan Islam tentang kebenaran
dalam konteks bisnis adalah kebenaran sebagai niat, sikap dan perilaku
yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau
memperoleh komoditas, proses pengembangan sumber daya manusia
maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan laba. Kebajikan
adalah sikap ihsan®’ yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam al
Qur’an aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran
dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi

perjanjian dalam transaksi bisnis.

3% Al-Muddasir (74) : 38.

3 Rafik Issa Beckun, Etika Bisnis Islam, alih bahasa Muhammad, cet. I (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 27.

" Konsep ihsan merupakan bagian integral dari konsep three in one agama Islam,
yaitu iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan landasan pokok dan kesadaran pertama dalam
beragama. Islam merupakan sikap kesadaran sebagai implementasi kesaleban, keselamatan
dan ihsan merupakan hasil akhir atau kesadaran yang sempurna dari proses iman dan ihsan.
Lihat R. Lukman Fauroni, Etika, hlm. 156.
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Allah berfirman:

33 gally | gb gl 1 gaate pddl (gl

Keadilan bukan hanya diterapkan kepada orang lain, tetapi juga
harus diterapkan kepada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi
pula dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah. Demikian yang

diperintahkan Allah SWT.*® Disebutkan dalam sebuah Hadis:

x5 A (sl Oy iy 05 oo il Tor plalh Lo
Vas ade O 0yt J.ni._p. Sy Jri Sl 4 08 d.\.ﬁj
Lebih jauh al Qur’an telah berbicara tentang masalah auditing. Auditing

dalam Islam telah ada, baik dalam dalam tataran konsep maupun dalam

praktik. Allah berfirman:

M6 4SB goams Jorl JI oy @=alis 13) 1 gaale pdl Aol

* Al-Maidah (5) : 1.
¥ R. Lukman Fauroni, Etika, hlm. 159.

' Sahih Muslim, CD Mausu’sh al-Hadis as-Syaril versi. 2.00 (t.tp: Syirkat al-
Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991), hadis nomor 4542. Hadis dari AbuHurairah.

! Al-Baqarah (2) : 282.
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Ayat ini mewajibkan penulisan utang piutang untuk menjamin terciptanya
kebenaran dan keadilan dan lebih berat penekanannya kepada kewajiban
menulis atau persisnya melakukan fungsi akuntansi. Namun dari ruh ayat
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diinginkan oleh syari’at adalah
kebenaran pencatatan, kejujuran, kebenaran informasi dan keadilan.
Dijelaskan pula bahwa pencatatan saja tidak cukup, tetapi harus ada

persaksian dari pihak lain.**

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Cabang Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam field research (penelitian
lapangan) yang bersifat preskriptif. Penelitian ini berusaha untuk
menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang
diperoleh. Jadi penyusun disamping menyajikan data juga
menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh tersebut.*
Penyusun akan memaparkan serta menggambarkan keadaan dan
fenomena yang lebih jelas mengenai konsep GCG dan situasi yang

terjadi dalam bank syariah, khususnya terhadap penerapan prinsip

*? Sofyan S Harahap, Auditing, him. 30.

* Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, cet. V11 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), him. 44.
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GCG dalam tinjauan hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan

menuturkan pemecahan masalah yang ada dalam pelaksanaannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan
cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak
langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah
disusun terlebih dahulu secara terstruktur.*® Wawancara ini
dilakukan dengan Unit Pelayanan Nasabah selaku perwakilan dari
BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Kepala Kantor Cabang
Pembantu Syariah Sleman.

b. Observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan jalan
pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis
terhadap fenomera yang diselidiki.

¢ Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola
dokumen atau data literal yang mencatat aktivitas kegiatan yang
berguna sebagai bahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti
norma yang berlaku kemudian dianalisis apakah masalah itu baik
atau tidak setelah mampu sebelumnya terselesaikan berdasarkan

norma yang berlaku.

* Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara
menggunakan (mempersiapkan) dafiar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat
melakukan wawacara. Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), him. 85.
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b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan
membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-
aspek hukum®

4. Analisis Data

Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat, maka
penyusun menggunakan analisis data kualitatif*® dengan metode
berfikir deduktif-induktif. Dalam bab II sampai III dijelaskan
menggunakan metode berfikir deduktif. Setelah dijelaskan tentang
gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data
kualitatif menggunakan metode berfikir induktif dengan tinjauan
umum tentang etika bisnis dalam Islam. Dengan menggunakan metode
ini, data yang ditelusuri antara lain adalah:

a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi

kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu data yang berasal

dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian atau data yang
ditulis oleh para praktisi dan akademisi serta makalah dan hasil

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tidak lupa jurnal dan

* Menurut Soerjono Soekanto sudahlah tentu dalam penelitian hukum seseorang dapat
mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran. Lihat Soerjono Soekanto,
Pengantar Penelitian Hukum, cet. 111 (Jakarta: Ul-Press, 1986), him. 42.

* Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, Metode
Penelitian, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 5.



artikel yang diakses dari internet juga menjadi sumber sekunder

dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi
ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah.
Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka
sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan
dengan skripsi ini yang menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang
membahas sebelumnya. Dalam telaah pustaka juga dapat diamati
perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta
kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori
yang sudah ada. Tidak lupa dicantumkan metode penelitian dalam
penyusunan skripsi ini.

Dalam bab dua secara deskriptif dibicarakan tentang Good
Corporate Governance secara umum, yang mencakup pembahasan tentang
definisi GCG, prinsip-prinsip yang menjiwai GCG, GCG di Indonesia, dan
tujuan serta manfaat GCG. Dalam bab dua ini juga dijelaskan tentang
penjajagan GCG pada perbankan syariah untuk mengantarkan pada bab

selanjutnya.



Bab ketiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka
penyusun ingin mengantarkan para pembaca pada gambaran umum obyek
penelitian dengan mengetengahkan sekilas profil dari BRI Syariah Cabang
Yogyakarta yang memuat sejarah BRI, landasan hukum pendirian BRI
Syariah, visi, misi, sasaran, dan strategi BRI Syariah, struktur organisasi,
produk-produk dan diakhiri dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik atau GCG pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Pada bab keempat setelah dibahas tentang teori-teori yang
berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan kondisi obyektif
bank kemudian dilakukan analisis data melalui perspektif hukum islam
tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada BRI Syariah Cabang
Yogyakarta. Dalam analisis ini penyusun melakukan analisis konsep GCG
dan analisis implementasi pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Akhirnya bab kelima yang merupakan bab penutup, dikemukakan
beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Syariah Cabang Yogyakarta)”, penyusun dapat mengambil kesimpulan :

1.

GCG adalah seperangkat etika dalam berbisnis yang mengatur
pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan
kewajiban pihak terkait dan yang memuat aturan main dan prosedur
yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan
keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang
objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta
pemantauan kerja.

Setelah penyusun melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip GCG
dapat dibuktikan bahwa jauh sebelum GCG ini diterapkan dalam
dunia bisnis modern, Islam telah menyediakan "materi-materi" bagi
tebentuknya GCG secara lebih terperinci dan "materi-materi”
tersebut lebih bersifat universal.

BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip

yang ada dalam GCG antara lain :

142
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Fairness (kewajaran atau kejujuran) diwujudkan dengan
pemberian informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi
hasil, equivalent rate, dan pendapatan dari bank, menetapkan
visi, misi, sasaran yang bersifat kulitatif dan kuantitatif serta
strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Transparancy (keterbukaan atau kejujuran) diwujudkan
melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, antara lain
diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi
tentang bank seperti neraca dan laporan keuangan yang telah
diaudit, keterbukaan dalam hal akad serta penerapan
manajemen risiko, dan sistem manajemen informasi.
Accountability (akuntabilitas) diwujudkan dengan
pembentukan change leader, change agent dan quality circle,
membentuk sebuah pengendalian intern yang melekat
(WASKAT) pada sistem kerja setiap karyawan, pemberian
reward and punishment (penghargaan dan hukuman) kepada
karyawan-karyawannya, penyusunan Sistem Manajemen Kerja
(SMK), dan pelaksanaan auditing baik oleh auditor intemnal
maupun auditor eksternal.

Independency (kemandirian atan kebebasan) diwujudkan
dengzn independensi dalam pengambilan keputusan tentang

pembiayaan dan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh
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calon nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh BRI
Syariah Cabang Yogyakarta
€.  Responsibility (pertanggungjawaban) diwujudkan dengan
pelaksanaan prinsip kepatuhan yaitu melaksanakan peraturan
perundangan  yang  dibuat oleh  pemerintah  dan
pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar seperti
memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi
Yogyakarta pada 27 Mei 2006, melaksanakan kegiatan sunatan
masal setiap tahun, dan memberikan bantuan pembiayaan pada
masyarakat yang tidak mampu berupa gord dan qordul hasan.
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah Cabang
Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan
penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat diketahui bahwa
selama ini BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan
prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik, yaitu dengan melandaskan
pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, lebih spesifik
lagi telah sesuai dengan etika ekonomi yang ada pada nilai-nilai
hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini
penyusun perjelas dengan analisis implementasi pada BRI Syariah

Cabang Yogyakarta.
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B. Saran-Saran

1.

BRI Syariah Cabang Yogyakarta jika ingin melakukan tata kelola
perusahaan dengan baik harus melaksanakan prinsip-prinsip GCG
secara utuh dan menyeluruh dengan sebaik-baiknya. Diharapkan
dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang telah sesuai dengan
nilai-nilai hukum Islam sebagai dasar berperilaku, baik oleh
manajemen maupun oleh semua organ perusahaan, maka perusahaan
akan mempunyai kualitas SDM yang unggul. Jika akal dikendalikan
oleh iman akan membuat seseorang dalam berbisnis tetap
berpedoman pada standar etika yang diyakininya.

Khusus tentang penerapan akuntabilitas, dalam hal ini adalah
keamanahan dari semua sfakeholders dari BRI Syariah Cabang
Yogyakarta agar lebih ditingkatkan lagi karena amanah bersifat
humanis-transenden yang merupakan landasan utama terwujudnya
BRI Syariah yang handal.

Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) tentang GCG pada bank syariah, mengingat bank
syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan
yang berbeda yaitu hukum syariat dan pada umumnya mengikuti
harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan
berdasarkan profit and loss sharing atau cara-cara pembiayaan lain

yang dibenarkan oleh syariat.
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Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman

Foot Note

Terjemahan

BAB I

19

33

Hukum dasar pada setiap sesuatu adalah boleh, sehingga
sampai ada dalil yang melarangnya.

19

34

Menghilangkan  kerusakan didahulukan daripada
mendatangkan. Kemaslahatan.

20

35

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya.

21

38

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

21

40

Seorang pemimpin (kaum muslimin) adalah pelindung
bagi mereka. Mereka berjuang di belakangnya dan
terlindungi olehnya (dari para tiran dan penjajah). Jika ia
takut kepada Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha
Kuasa dan berbuat adil, maka pahala yang besar adalah
untuknya, dan jika ia bertindak sebaliknya, maka dosa
yang besar adalah untuknya.

21

41

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.

BAB II

BAB IIX

56

Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan
pasti) apa yang akan diusahakannya besok.

56

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.




99

99

I

BAB IV |
(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan
orang dahulu.

' SRR . N — ]
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti
yang agung.

104

18

-

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa Allah
adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala
sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

105

19

(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempumna bagi
manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-
Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia
adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang
yang berakal mengambil pelajaran

105

107

21

I l_la_p%_gﬁ'l—be;taﬁn—égung jawab ams‘éﬁé%g telah |

Dan dibéri—Nya kamu rezeki dari yang baik-baik a.gar_
kamu bersyukur. ot g Lae)
Ty e '

diperbuatnya.

S
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108

28

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu |
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Nt tamdady 0y

109

30

—

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, |
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.

109

110

31

Orang yang menunda nunda hutang adalah zali;n_,H
apabila salah satu dari kamu mampu membayar, maka
penuhilah.

32

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." S 25D
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110

33

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
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111

34

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang
yang benar.

111

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya.

113

40

Rasulullah SAW melarang jual beli lempar kerikil dan
jual beli gharar (spekulasi).

113

41

Rasulullah SAW mclarang}ual beli muhagalah, jual beli
yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual
beli lempar dan jual beli muzabanah.

114

42

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.

114

43

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

44

Sesungguhnya tidak akan mendapatkan kemenangan
orang-orang yang zalim.

45

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.

46

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
Jjika kamu orang-orang yang beriman.

115

47

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari
orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.

116

49

Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini diataszge;f_{

bisa dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia
bukan golonganku.

11




116

50

Seorang laki-laki melaporkan kapada Nabi bahwa ia |
ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda " Apabila
engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak ada
penipuan."”

116

51

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang
benar).

117

52

Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat
kemadharatan dan tidak boleh pula membalas
kemadharatan.

117

53

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk
Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja
di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,
maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

117

54

Earang siapa yéhg menimbun barang, maka ia berdosa.

117

55

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual
beli khamr, bangkai, babi, dan arca berhala.

120

61

Menghilangkan kerusakan didahulukan dari pada |
mendatangkan kemaslahatan.

120

62

Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat
kerusakan.

121

64

Sesunzguhnya Allah berfirman " Aku pihak ketiga
diantara dua orang yang bersyarikat selama salah satu
dart keduanya tidak menghianati yang lain, maka jika
menghianatinya aku keluar dari keduanya.”

121

65

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,

v



lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu.

121

66

Hukum dasar pada setiap sesuatu adalah boleh, sehingga
sampai ada dalil yang melarangnya.

122

67

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.

123

69

Bahwa Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh
membuat kemadharatan dan tidak boleh pula membalas
kemadharatan.

124

72

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.

127

78

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada
Allab dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang
benar.

127

79

Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada
kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga.
Seseorang yang selalu berbuat jujur, niscaya menjadi
orang jujur. Sedangkan kedustaan mengantarkan kepada
kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka.
Seseorang yang selalu berdusta kelak di sisi Allah
dicatat sebagai pendusta.

127

80

Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi,
orang-orang yang jujur, dan syuhada.

128

83

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,
dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

131

88

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya

132

91

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)
janganlab kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui

.
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132

9

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak |
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

135

97

Allah mengasihi seseorang yang berbuat baik dalam
menjual dan membeli serta dalam memberikan
keputusan.

133

97

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

139

106

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

139

107

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allab,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan
Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

139

108

Barang siapa orang muslim yang meminjamkan muslim
lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)
sedekah.
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kurang tujuh tahun. Selain itu beliau juga menjabat sebagai dosen tetap MM-
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Lampiran IIT

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN
Waktu : Tanggal 1 Februari 2007
Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Apakah prinsip-prinsip GCG dalam PBI secara umum telah dilaksanakan BRI
Syariah Cabang Yogyakarta?

2. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kantor
cabang?

3. Bagaimana struktur kepengurusan dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta?

4. Bagaimadna pelaksanaan reward and punishment ?

5. Siapakah auditor BRI Syariah?

6. Bagaimaha pengaruh GCG terhadap GCQ di katitor Bapak?

7. Bagimaha peranan DPS di BRI Syariah?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber ; Zulfikar Zahara

Jabatan : Kepala KCP Syariah Sleman
Waktu : Tanggal 1 Februari 2007
Tempat : Kantor BRI Cabang Sleman

1. Apakah ada aturan sendiri tentahg GCG di BRI Syariah?

2. Mengapa di BRI menerapkan GCG?

3. Bdgaiana wujud prinsip GCG pada tatardn kantor cabang?

4. Apakah ada divisi sosial di BRI Syaridh?

5. Bagaimana wujud pengendalian interri di BRI Syariah?

6. Apakah ada perbedaan pelaksanaan GCG di BRI dengan BRI Syariah?
7. Bagimana prosedur menanggapi kompldin nasabah?

8. Bagairiana pengaruh GCG terhadap GCC?
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN
Waktu : Tanggal 9 Februari 2007
Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Ada berapa kantor cabag BRI Syariah di Indonesia?

2. Apakah sama visi dan misi BRI Syariah cabang dengan pusat?
3. Bagaimana wujud pengendalian intern di BRI Syariah?

4. Tentang qordul hasan?

5. Bagaimana tentang write off?
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN
Waktu : Tanggal 22 Februari 2007
Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

{. Bagaimana wujud manajemen resikd di BRI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaithana sistem IT dari BRI Syariah?
3. Apakah latar belakang pegawai di lingkungan BRI Syariah Cabang

Yogyakarta?

X1



Lampiran 1V

SURAT KUASA
Bismillafireahimanicrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Pcrscto)
Telepon/Facsimile B e Cig was b Sk s oS e o £ et esmen s 4% e T Sy EHE D

memberikan kuasa kepada :

1. Nama
Perusahaan
Jabatan
Alamat Perusahaan N .. o OO ., O OO VOO s ... . .:\ooiiiiensiiones

Telepon/Facsimile
Alamat rumah

Telepon . o iy et T TR R ——
2. Napmra 00 R 5L L Y I e e
Perusahaan . Wk A I o iiviviaees
Jabatan 3 naesiians i e on e RS b Sk e SRS H AR s
Alamat Perusahaan 5 futiraminseid o R R oo cocxaocro T

Telepon/Facsitnile
Alarmnat ramah

Telepon

untuk dan atas nama serta mewakili Bank atas jabatannya tetsebut melakukan
pembayaran sejumlah uang atas barang yang dibeli dan PT
L Hicncmms s s 5 gn s e mpe SRR

Selanjutnya Penerima Kuasa diperkenankan menandatangani akte-akte dan surat-
surat lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

I P I R I I vas

Penerima Kuasa Pember Kuasa



Lampiran V

AKAD PEMBIAYAAN
AL MUDHARABAH

it

“Hai orang-orang yang beriman penuhi Akad Akad itu”
(Surat Al Maidah ayat 1)

Pada had ini, ........ tanggal ......... Bulan .......... el abitineos. O . o e (... -

L

- ...}, yang bertandatangan di bawah ini -
yang ga

............ ceveove... Pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia
(Petmera] W vuse s o pililie: s orternpatifiapoal di B0 . Gl o i e s s v
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor B.109-DIR/TBS/02/2002 tertanggal 26 Pebruari
2002, dan oleh karena itu berdasarkan Akta Pendiriannya (Anggaran Dasarnya)
yang dimuat dalam Akta nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan
Muhani Salim, Satjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3 A tahun 1992 berikut
perubahan-perubahannya, terakhir dengan akta nomor 25 tanggal 25-07-2001
yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, Sagana Hukum, Notatis di Jakarta yang
perubahannya telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal
lima belas Agustus dua nbu satu  (15-08-2001) nomor : C-05903
HT.01.04.TH2001 dan akta nomor 26 tanggal 25-07-2001 yang dibuat dihadapan
Notaris yang sama yang pelaporan perubahannya telah diterima Menteri
Kehakiman dan HAM tanggal 27-08-2001 nomor : C-06744 HT.01.04.TH.2001,
bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 - 46 Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Pechatian !!!



Komparisi debitur harus disesuaikan dengan subyek hukum si debitur
(Lihat modul pembiayaan — contoh komparisi untuk debitur BRI).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak
sebagaimana tersebut diatas telah bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan
Al Mudharabah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

(1). Akad Pembiayaan Al Mudharabah adalabh akad kerjasama antara Para Pihak
dimana Pihak Pertama menyediakan seluruh modal untuk membiayai proyek/ usaba
i weeevveneenn  (ditsi sesuai jenis Proyek/usaha yang dibiayai) yang dikelola
I’lhak Kf,dua dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha
tersebut ditanggung bersama seusai dengan kesepakatan yang ditetapkan.

(2). Pembiayaan adalah pagu/plafon dana yang disediakan Pihak Pertama yang akan
digunakan dalam proyek/usaha Pihak Kedua.

(3). Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qu’an dan Al Hadist.

(4). Proyek/Usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua untuk
menghasilkan barang/jasa yang diperkenankan secara Syariah.

(5)- Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati Para Pihak yang
dibagikan sesuai dengan nisbah/perhitungan yang disepakati bersama.

Pasal 2
Jumlah, bentuk dan penggunaan Pembiayaan

(1) Untuk kepentingan Pihak Kedua, Pihak Pertama menyediakan fasilitas

pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp................ (PN SRERE— )
dengan prinsip bagi hasil.

(2) Fasilitas pembmyaan tersebut dipergunakan Pihak Kedua untuk keperluan
terleiak. U RN BN, ................... A S Kelurahan
.............................. I NI tAT e e oAt At b v » SRR Kota Madya/
KabUpaten. cocsures iinese - iomagpiisacits PEORIGE . st saermmas-ocoee hasiuighis

Pasal 3

Penarikan Pembiayaan

(1} Penarikan Pembiayaan hanya dapat dilaksanakan setelah syarat-syarat Penarikan
Pembiayaan dipenuhi.
(2) Syarat-syarat Penarikan Pembiayaan :
¢ Akad Pembiayaan dan pengikatan barang-barang jaminan telah dibuat,
ditandatangani, dan atau dilaxsanakan sesuai dengan ketentuan yang



&)

*

ditetapkan oleh Pihak Pertama serta perundang-undangan yang betlaku yang
dilaksanakan sepenuhnya dengan benar.

¢ Tata cara penarikan pembiayaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur
yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

¢ DPihak Kedua telah menyerahkan laporan perkembangan fisik proyek/ usaba *)
dan biaya untuk periode terakhir yang disusun Pihak Kedua atau pihak ketiga
yang ditunjuk oleh Pihak Pertama..

¢ Pihak Kedua telah menyerahkan laporan keuangan akhir pada periode yang
sama dengan laporan perkembangan proyek/ usaba *).

..........................................................................

Penankan Pembiayaan dijadualkan :
(diisi sesuai dengan putusan pembiayaan)

misalnya ! :

e Tahap 1 setelah penandatanganan akad adalah sebesar
Rp..... (
..................................................................................................................... )

e Tahap 11, setelah sebesar

e Tahap I setelah sebesar

.......................................................................................

Dalam hal Pihak Pertama mengalami kesulitan dalam menyediakan dana
pembiayaan atau biaya yang akan dikeluarkan Pihak Pertama atas pembiayaan
yang diberikan kepada Pihak Kedua lebih besar dari keuntungan yang diperoleh,
maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan penyediaan pembiayaan
yang akan dituangkan dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi kedua
belah pihak.

Pasal 4
Jangka Waktu Pembiayaan dan Pembayaran Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh Pihak kedua dalam jangka
wakta ..o R crsgamammmnn i st G )} bulan terhitung sejak tanggal Akad ini
ditandatangani, dan dﬂunam selambat-lambatnya pada tanggal ................... .
Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah bagi hasil atas
pendapatan sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos dengan ketentuan :

\diist sesuai dengan putusan pembiayaan)



misalnya ! :

e Tahap 1, pada bulan/ semester/ tahun pembiayaan pertama *) nisbah untuk Pihak

Pertama sebesar ... Yo lo.oivn s i per seratus) dan untuk Pihak Kedua ...
B [ v 50 i Per seratus)

e Tahap 11, pada bulan/ semester/ tabyn pembiayaan kedwa *) nisbah untuk Pihak
Pertama sebesar ... % (............. ... per seratus) dan untuk Pihak Kedua ...
2 N P — Per seratus). Tahap I, pada bulan/semester/tabun pembiayaan
pertama *} nisbah untuk Pihak Pertama sebesar ... % (................. per
seratus) dan untuk Pihak Kedua ... % (............. Per seratus).

o ‘Tahap III, pada bulan/ semester/ tabun pembiayaan ketiga *) nisbah untuk Pihak
Pertama sebesar ... % (................. per seratus) dan untuk Pihak Kedua ...
T (T Per seratus).

.......................................................................

(3) Bagi hasil yang menjadi hak Pihak Pertama wajib dibayarkan setiap ..

selambat-lambatnya pada akhir ....... minggu/ bulan *) yang betsangkutan kecuah
apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka nisbah dibayar pada hari kerja
sebelumnya.

(4) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan nisbah bagi hasil yang
dituangkan dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi Para Pihak.

(5) Apabila akad ini telah berakhir dan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran
kepada Pihak Pertama, maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil
yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

Pasal 5
Pengakuan Hutang

Pihak Kedua dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan secara sab
mengaku berhutang kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang ditariknya yang
timbul dari Akad Pembiayaan ini.

Pasal 6
Jaminan

Guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang
dibebankan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan sebagai bagian yang tidak
dapat  dipisahkan dari akad ini, maka dengan ini Pihak Kedua
memberikan/menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut
dibawah ini :

(diisi sesuai dengan jents jaminan, pengikatan jaminan dan form yang digunakan)



Pasal 7
Asuransi terhadap Barang-barang Jaminan/Barang yang Dibiayai

Pihak Kedua wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri
dengan Banker’s clause untuk dan atas nama Pihak Pertama kepada Perusahaan
Asuransi Syariah yang disepakati dan disetujui Para Pihak, atas seluruh maupun
sebagian barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan minimal
selama jangka waktu pembiayaan dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat

diperpanjang oleh Pihak Kedua sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan
disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8
Asuransi terhadap Pembiayaan atau Jiwa Pihak Kedua

Untuk kepentingan Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat mempertanggungkan atau
mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa Pihak Kedua kepada Perusahaan
Asuransi Syariah yang disepakati dan disetujui Para Pihak atas beban Prhak
Kedua/ Pibak Pertama *) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

Pasal 9
Syarat-syarat yang harus diperhatikan Pihak Kedua

(1) Pernyataan menjamin :

0 Pihak Kedua berhak dan berwenang sesuai dengan Akta pendirian yang
betlaku untuk membuat akad pembiayaan yang mengikat Para Pibak dan
mereka yang bertindak menandatangani Akad Pembiayaan adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan sah untuk itu.

0 Pihak Kedua telah melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka
sahnya pelaksanaan Akad Pembiayaan serta dokumen-dokumen lainnya yang
betkaitan dengan Akad Pembiayaan sechingga tidak bertentangan dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

O Pihak Kedua telah memperoleh semua ijin-gjin yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan usahanya.

0 Tidak adanya pelanggaran yang terjadi scbagai akibat dart akad-akad yang
sebelumnya pernah dibuat Pihak Kedua yang akan berpengaruh merugikan
Pihak Pertama.

o Tidak adanya sengketa atan perkara yang sedang terjadi yang dapat
berpengaruh merugikan Pihak Pertama.

(2) Hal-hal yang harus dilaksanakan :

O Pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk ................ (ditst sesuat
dengan pengadaanya) yang dibenarkan secara Syariah.
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Apabila setelah Akad Pembiayaan berakhir Pihak Kedua menunggak atau
Pembiayaan dihentikan secara sepihak oleh Pihak Pertama, maka denda dan
biaya-biaya yang timbul dari akad ini dan syarat-syarat lainnya tetap berlaku.
Penyampaian laporan keuangan (neraca dan laba/rugi) fabunan/ semesteran/ tiga
bulanan *) selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah periode laporan.

Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi
pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Pihak Pertama atau pihak ketiga
yang ditunjuk oleh Pibhak Pertama.

Memperbaharui/memperpanjang jjin-ijin yang sudah tidak betlaku  dan
disampaikan kepada Pihak Pertama.

Menyerahkan kepada Pihak Pertama asli surat-surat bukti kepemilikan agunan
sehagaimana tersebut dalam Pasal 6 akad ini untuk disimpan oleh Pihak
Pertama sampai dengan lunasnya pembiayaan.

Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama
selambat-lambatnya 7 (tujuh) har kalender setiap terjadi perubahan-
perubahan atas tindakannya berupa merger, akuisisi, penjualan asset
perusahaan, melakukan perubahan Anggaran dasar dan atau mengubah
susunan pemegang saham, melaksanakan pembagian deviden, serta
melakukan pinjaman baru kepada pihak lain.

Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang adanya
permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kalender sejak diterimanya surat permohonan dimaksud dari Pengadilan
Niaga.

Hal-hal tang tidak boleh dilakukan :
Tanpa tetlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dan Pihak Pertama, Pibak Kedua
tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berkut :

Q

a

]

Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjamiukan
kekayaan kepada pihak lain.

Melakukan pembayaran dan atau melunasi hutang pemegang saham sebelum
pembiayaan kepada Pihak Pertama dilunasi terlebih dahulu.

Dalam hal kepailitan, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak
Kedua dilarang mengajukan pernyatan pailit atas Pihak Kedua sendin di
Pengadilan Niaga.

Pasal 10
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pihak Pertama berhak baik dilakukan sendifi atau dilakukan oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh Para Pihak untuk setiap wzaxtu meminta keterangan dan melakukan
pemetiksaan yang diperlukan Pihak Pertama baik kepada Pthak Kedua dan/atau
perusahaannya maupun atas barang-barang yang dibiayai dari akad pembiayaan ini
dan Barang jaminan lainnya.



Pasal 11
Peryataan

Pihak Kedua dengan tegas menyatakan :

(1) Apabila berdasarkan hasil peneliian dan penilaian yang dilakukan oleh konsultan
jasa penilai/pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama menyebutkan bahwa
kerugian Perusahaaan akibat kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Pihak Kedua,
maka segala resiko yang menyebabkan kerugian dimaksud menjadi tanggung
jawab sepenuhnya Pihak Kedua dan Pihak Pertama berhak untuk menghentikan
secara sepihak dengan tetap menagih pemenuhan pembayaran dari Pihak Kedua.

(2) Apabila pembiayaan digunakan untuk keperluan lain, maka Pihak Pertama berhak
seketika menagih dan Pihak Kedua diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi
membayar seluruh pembiayaannya, denda, biaya-biaya, dan kewajiban-kewajiban
lainnya dengan seketika dan sekaligus lunas.

(3) Bilamana pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka
Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan
pembiayaan ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan
atas nama permintaan Pihak Pertama dan atas keikhlasan sendin tanpa paksaan
Pihak Kedua dengan ini  menyatakan dengan sesungguhnya akan
menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana yang tersebut
dalam Pasal 6 akad in1.

(4) Apabila pemyataan pada ayat (3) tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan
semestinya, maka atas biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak Pertama dengan bantuan
yang berwajib dapat melaksanakannya.

Pasal 12
Biaya-biaya lainnya

Bea materai, biaya percetakan, biaya notars, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian
pembiayaan ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 13
Domisilt

Tentang akad ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilth
tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri di ...ccccoririnne atau  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BAMUD di .......oovviviem dan/atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) /
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di ......... ®

Pasal 14
Ketentuan-ketentuan lain

(1)  ruasa-kuasa (Wakalah) yang diberkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama dalam akad ini diberikan berdasarkan ketentuan Syariah yang



diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik
oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa
(sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata) maupun oleh sebab
apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari akad Pembiayaan ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut
akad ini tidak akan dibuat.

7 (2)  Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukum positif
yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat-menyurat dan
kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

(3)  Surat akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

~

Ditandatanganidi ....................

Pihak Pertama Pihak Kedua

*) coret yang tidak perlu
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PUTUSAN PEMBIAYAAN
(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus

Nomor: B...... /KCS/J708/PEM/08/2005 tanggal Desember 2005

(Rp. Juta)
Bisnis Syariah v { Maks.Pembiayaan saat ini 60
Kolektibilitas 1t ] Maks.Pembiayaan yang lalu 0
Perubahan (+/-) 60 N
1. Kantor Cabang Syariah : Yogyakarta
2. Segmen Bisnis : Musyarakah
3. Nama Pemohon
4. Alamat Pemohon
5. Jenis Usaha . Jual rumah
6. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan
(Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)
a. Apabila Grup
(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang
dinikmatinya dri BRI apabila ada)
7. Eksposur Pembiayaan :

. - AT (Rupiah) _
. - . Jumiah
Jenis Fasilitas Maks. CO Baki Debet ;
Nama Nasabah - . i Pembiayaan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Yang Diputus
Lama 1
Baru -
Soejono  Bayoe | Musyarakah 60.000.000 0 60.000.000
Adji i WS-
Total Eksposur Pembiayaan 60.000.000 0 60.000.000




gg BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir 8aS /IV| 1/
KANCA : YOGYAKARTA

8. Agunan Kas (Cash Collateral)

Jenis Agunan ; Nama Pemilik dan -
ol Kanca BRI Nomor Rekening No.Bilyet/Sertifikat Nilai
"
0
Total Nilai Agunan Kas 0

9. Total Resiko

t Total resiko pembiayaan 'yang akan diputus (6-7) r Rp 60.000.000—;]
Dengan huruf sebesar (enam puluh juta rupiah )

10. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dan Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan dari
Pejabat Pemutus sendir.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dan satu orang, maka lembar putusannya agar

dibuat lebih dan satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserta
Kornite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendin dan wajib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

_

PUTUSAN PENARIKAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH TAHAP (Il




BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KANCA : YOGYAKARTA

Formulir8aS/IV] 1!/

Nama Nasabah:

a. (Ymp)
b. (istri Ymp)

Keduanya suami,istri bertempat tinggal Jongkang Baru Sariharjo,Ngaglik,Sleman

Yogyakarta bertanggung jawab atas pembayaran angsuran atas pembiayaan
Musyarakah di BRI Syariah Yogyakarta

2. Kebutuhan Pembiayaan : Rp 906.667.000,-

3. Dana sendiri : Rp 556.667.000,-

4. Besarnya Pembiayaan : Rp 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah )

5. Nisbah : Bank 69,485 % dan Nasabah 30,515 %

Dari keuntungan proyek

6. Keuntungan Proyek : minimal 5 % X Rp 906.667.000,- =- Rp 45.333.350,-

7. Harga jual : Rp-—-

8. Komitmen Fe :Rp —-

9. Keperluan Pembiayaan : untuk Rehabilitasi Gedung Pabrik pupuk Organik

Majemuk Phosphot Goan Vulcano di ponjong gunung
Kidul Yogyakarta.
10. Bentuk Pembiayaan : Musyarakah berdasarkan Surat Perintah kerja
No: 129/MMR/SPK/1/2006.

11. Provisi T

12. Jangka waktu : 6 bulan

13. Jadwal Angsuran : sekali lunas pada bulan Agustus 2006

14. Penalty : Rp -

15. Percetakan /administrasi : Rp 3.500.000,-

16..Ketentuan dan Syarat:

« Menunjukan asli SPK dan pemilik proyek yang akan di kerjakan/di biayai
+ Menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan yang mencantum:
- jumlah pencairan dana,dan jangka waktu pembiayaan.
- Jadwal pembayaran,Nishah bagi hasil dan denda pinaity.
* Keuntungan minimal 5 % dari TPC per Proyek
17 .Syarat-Syarat lain sesuai dengan putusan no B.035/KCS/J708/Pem/02/2005.
PEMUTUS PEMRAKARSA PEMRAKARSA ]

Nama Nama Nama
Jabatan ; Pinca Jabatan : Jabatan : Account Officer
Tanggal: Pebruari 2006 Tanggal: Tanggal: 21 Pebruari 2006
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PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

Nama *T_j
Jabatan Pinca
Unit Kerja BRI Syariah Yogyakarta.
Tanggal Agustus 2005
l




BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KANCA : YOGYAKARTA

16. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

Formulir 8aS / IV

1/

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

Nama

Jabatan 7 . o
Unit Kerja | : | BRI S?ariah Yogyakarta
Tanggal - I 4 Maret 2003 j




BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

KANCA : YOGYAKARTA

Nomor :

PUTUSAN PEMBIAYAAN

(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus

Bisnis Syariah

N

Kolektibilitas

L

Segmen Bisnis

Jenis Usaha
Alamat

oo s BN 2

Kantor Cabang Syariah

Nama Pemohon

- T IKCS/J708/PEM/05/2005

Yogyakarta

Musyarakah Wal Murabahah

Usaha Koperasi Secara Syariah

Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan

Formulir 8aS/1v| 1/
tanggal
(Rp. Juta
Maks_.Pembiayaan saat ini ; 168.920.
Maks.Pembiayaan yang lalu 138.000
Erubahan (+-) - 30.920 |

(Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)

b. Apabila Grup

(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang
dinikmatinya dri BRI apabila ada)

Eksposur Pembiayaan :

8. Agunan Kas (Cash Collateral)

e B el B e B (R
. i ) Jumlah
Jenis Fasilitas Maks. CO Baki Debat :
Nama Nasabah ; 3 . Pembiayaan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Yang Diputus
Lama | -
Kopkar Barokah | Musyarakah 80.000.000 70.000.000 70.000.000
Kopkar Barokah | pMyrabahah 80.000.000 68.000.000 68.000.000
Baru o i 1 B __r_________‘_ﬂ*___________l
Kopkar Barokah | Musyarakah Wal | 30.920.000 0 | 30.920.000
Murabahah 0
Total Eksposur Pembiayaan 198.920.000 138.000.000 168.920.000




E BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir 8aS/IV| 1/
KANCA : YOGYAKARTA

Jenis Agunan y Nama Pemilik dan "
Kas Kanca BRI Nomor Rekening No.Bilyet/Sertifikat Nilai
2
[ ]
Total Nilai Agunan Kas |
9. Total Resiko _
Total resiko pembiayaan yang akan diputus (6-7) Rp 168.920.000,-

Dengan huruf sebesar (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu

rupiah )

10. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan dari
Pejabat Pemutus sendin.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dar safu orang, maka lembar putusannya agar
dibuat lebih dan satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserta
Komite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendiri dan wajfib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

Pembiayaan yang lama tetap berjalan sesuai dengan akad
Adapun bentuk putusan, struktur, tipe dan syarat pembiayaan Pejabat Pemutus meliputi



E BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir 8aS/1V| 1/
KANCA : YOGYAKARTA

1 Nama Peminjam :

a. (ketua)
( Manager )

Keduanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama
KOPKAR BAROKAH YOGYAKARTA sesuai anggaran Dasar tanggal 17 Juni 1996
No 104/BH/PAD/KWK-12/VI/1996 menjadi peminjam dan menanggung angsuran
pembiayaan Musyarakah Wal Murabahah.

2 Total Pembiayaan . Rp 38.650.000,-

3 Dana Sendiri :Rp 7.730.000,-

4 Putusan Pembiayaan - Rp 30.820.000,-

5 Nisbah - : BRI 94,46 % Koperasi 5,54 %

6 Margin Pembiayaan - Rp-

7 Pembiayaan + Margin : Rp -

8 Komitmen Fe L -

9 Keperluan Pembiayaan : membeli 3 Unit Sepeda motor daftar terlampir
10 Bentuk Pembiayaan : Musyarakah Wal Murabahah

11 Provisi Do

12 Jangka Waktu : 48 bulan sejak akad pembiayaan

13 Jadwal Angsuran :48 X Angsuran pokok Rp 644.200,-
14 Administrasi & Perctk : Rp 230.000,-

15 Penalty ‘Rp -

16 Agunan Pembiayaan : BPKB Kendaraan yang di biayai

Asuransi TLO selama 4 Tahun sebesar Rp 38.650.000,-
Asuransi Jiwa sebesar Rp 30.920.000,-
17 Akad Pembiayaan . Notaris
18 Pengikatan Agunan : Feducia sebesar Rp 38.650.000,-
18. Jadwal Pencairan Pembiayaan: sekaligus



R

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

KANCA : YOGYAKARTA

Formulir 8aS 71V

1/

27. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK
(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN |

Tanda Tangan :

Nama

Jabatan Pinca -

Unit Kerja BRI Syariah |

Tanggal ] Agustus 2002
PUTUSAN PEMBIAYAAN

{Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus

10




BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

KANCA : YOGYAKARTA

Formulir 8aS / IV

1/

19.Syarat-syarat lainnya :

a. Pembiayaan masuk pasar sasaran BRI Syariah CabangYogyakarta Tahun 2005
b. Kredit baru dapat direalisir , apabila :
i Akad Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani lengkap oleh debitur, baik

suami maupun istri.

i Debitur telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewaijiban-
nya, seperti biaya percetakan, bea materai, biaya premi asuransi, biaya

pengikatan dan biaya-biaya

pembiayaan ini.

lain yang berkaitan dengan pencairan

c. 3 BPKB kendaraan yang di biaya di simpan Di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

hingga pembiayaan lunas.

d. Bank/pihak yang ditunjuk bank berhak melakukan pemeriksaan setiap saat ke
lokasi usaha, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan administratif.

e. Nasabah di anjurkan membuka tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang

Yogyakarta..

20. Tidak diperkenankan mengajukan pailit ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan

Niaga.

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

=5
Nama
E— I —
Jabatan Pinca B
Unit Kerja BRI Syariah Yogyakarta
Tanggal Mei 2005




BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
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KANCA : YOGYAKARTA

27. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

Nama

B TN SersL—

Jabatan . | Pinca

Unit Kerja | : | BRI Syariah

’..‘

Ll’iamggalw ;| ... Agustus 2002
PUTUSAN PEMBIAYAAN

(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus

10



@ BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir 8aS/1IV) 1/

KANCA : YOGYAKARTA

Nomor: B....... /KCS/J701/PEM/08/2002 tanggal Agustus 2002

ok wpe =

.

(Rp. Juta)
Bisnis Syariah Y Maks.Pembiayaan saat ini
PR ST S—
Kolekfibilitas L Maks.Pembiayaan yang lalu O_‘
Perubahan (+/-)

Kantor Cabang Syariah

Segmen Bisnis . Syariah Murabahah
Nama Pemohon

Jenis Usaha : Jasa Kontrakan rumah

Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan
(Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)

c. Apabila Grup

(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang
dinikmatinya dri BRI apabila ada)

Eksposur Pembiayaan :

- e A BV A W (Bugeh)
] T Jumilah
Jenis Fasilitas Maks. CO Baki Debet -
Nama Nasabah : : : Pembiayaan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Yang Diputus
| Lama B e
PO I S T S (R
Baru
Murabahah 10.503.000 10.503.000
,_._—1L_..___.~__._u__.r,_.__._.—._..—._.ﬁ -
L Total Eksposur Pembiayaan B 10.503.000 | 10.503.000

Agunan Kas (Cash Collateral)

L Jenis Agunan Kanca BRI Nomor Rekening Nama Pommill: dan Nilai

Kas No.Bilyet/Sertifikat

|

11
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KANCA : YOGYAKARTA

Total Nilai Agunan Kas

8. Total Resiko

Ei'otal resiko pemgi‘ayaan yang akan diputus (6-7) ' B J

Dengan huruf sebesar (............. Juta Rupiah)

9. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan darni
Pejabat Pemutus sendiri.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dar satu orang, maka lembar putusannya agar

dibuat lebih dari satu fornulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserfa
Komite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendiri dan wajib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

172



@ BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir 8aS/1IvV} 1/

KANCA : YOGYAKARTA

10

11

12

13

14
15
16

17

18
19
20
21

22

23

24

Adapun bentuk putusan, struktur, tipe dan syarat pembiayaan Pejabat Pemutus meliputi

Nama Peminjam :

(ymp)

( Istri Ymp.)

Keduanya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja
menanggung pembayaran angsuran atas pembiayaan istishna (Hoofdelijk)

Putusan Pembiayaan : sebesar Rp.13.836.815,- ( Tiga belas juta delapan ratus tiga
puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)

Keperluan Pembiayaan : Pembelian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Astrea Supra
X + Asuransi TLO

Bentuk Pembiayaan : Murabahah Bai Bithaman Ajil dengan maxco menurun.

Jenis Pembiayaan : Murabahah.

Jangka waktu Pembayaran Pembiayaan: 36 bulan dan diangsur secara pro rata
setiap bulan.

Jadwal Angsuran : 36 bulan x Rp 550.398,- dengan Perincian :
Pokok sebesar Rp.384.356,-
Margin sebesar Rp. 166.042,-
Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, baik pokok dan margin.
Administrasi Pembiayaan:  Rp 100.000,-
Percetakan : Rp. 5.000,-

Penalty . Dikenakan sebesar Rp. 83.021,- (delapan puluh tiga ribu dua puluh
satu rupiah) atas setiap kelambatan pembayaran.

Agunan Kredit :

Tanah dan bangunan SHM 373§ tanggal 20 Oktober 1999 GS 01189/Bangka/1999
tanggal 16 Oktober 1999 atas nama Hajjah Rohmah berlokasi di RT. 05 RW. 01 Kel.
Bangka Kec. Mampang Prapatan Kodya Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kemang
Utara | A Kemang Jakarta Selatan.

Akad Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dibawah tangan dan di Warmeeking oleh Notaris
dengan biaya menjadi beban debitur.

Pengikatan Agunan :
Atas agunan SHM No. 3735 diikat dengan Surat Kuasa Memasang Hak tanggungan.

13



@ BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Formulir8aS/1v| 1/
KANCA : YOGYAKARTA ?
10. Syarat-syarat lainnya :
a. ePembiayaan masuk pasar sasaran BRI Syariah Cabang Mayestik tahun

2002.

¢ Debitur tidak terdapat dalam Daftar Hitam Bl dan Daftar Kredit Macet Bl
serta tidak terdaftar dalam Daftar Hitam dan Daftar Kredit Macet dan PH

BRI.
b. Kredit baru dapat direalisir , apabila :
1. Akad Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani lengkap
oleh debitur, baik suami maupun istri.
2 Debitur telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang menjadi

kewajiban-nya, seperti provisi, biaya percetakan, bea materai, biaya premi
asuransi, biaya pengikatan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan

pencairan pembiayaan ini.
c. Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM yang menjadi agunan berikut
akta pengikatannya disimpan di BRI hingga kredit lunas.
d. Nasabah berkewajiban melaporkan perkembangan usahanya setiap 3 bulan.
e. Bank/pihak yang ditunjuk bank berhak melakukan pemeriksaan setiap saat

ke lokasi usaha, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan administratif.

f. Nasabah berkewajiban membuka tabungan mudharabah di BRI Syariah

Cabang Jakarta Mayestik.

11. Tidak diperkenankan mengajukan pailit ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan

Niaga.
Monitering Kanca Syariah BRI :

Pembinaan Pembiayaan ini harus dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali dan

dituangkan dalam LKN.

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

Nama

Jabatan Pinca

Unit Kerja BRI Syariah -
Tanggal Agustus 2002

12. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK
(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

14
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PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN |

Tanda Tangan :

Nama
-Jabatan Pinca
Unit Kerja BRI Syariah
Eanggal ...... Agustus 2002

15
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CORPORATE INFORMATION / DATA PERUSAHAAN
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) diisi bagi Nasabah Perusahaan  *'} Khusus Instansi Pemerintah agar melampirkan SK Penunjukan Pemohon.

... . DATA KEUANGAN _ . T
membuka rek Dmvestas' Imenabung D ransaksi / bisnis D Keperluan pribadi D lainnya ...
silan per bulan :D sfd 1 jula D 1Juta s/d 2,5 Juta D 2,5 Juta sid 5 Juta D 5 Juta s/d 10 Juta D lebih dari 10 juta
<si Normal/hari :D s/d 10 juta D s/d 50 Juta D s/d 100 Juta D sid 1 Milyar Dlebih dari 1 Milyar
-Ulama :D Gaj D Hasil Usaha D Lain-lain
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" APLIKAS! PEMBUKAAN RE ENING

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kanca :

l— Jenis Tabungan/Type ofAccount | Tahungan Mudharabah { ] Tabungan Haji Mudharabah .

S —— e e oo o s —

Nama NENEENRN RN NN NN NERNNNRNRAREEN

D D (Gelar akademis agar dicantumkart dibelakang)
Jenis Kelamin : L P - ;
Tempabtgl Lahit @ ..ieeinee Tanggal ED Bulan Tahun [:D
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Pekerjaan : [ JPegawai Negeri/swzsta [}Pelajar/Mahasiswa [ Lainnya
Alamat Kantor

D T R B L L LT T T B LT T I T T o S

............................................................................................................................................................

Telepon Kantor D:D:] .- ﬂllI :
No. KTP!SIM/K?MS( l l I i ] l [ l ] l l ’ [, ] l [ E[_I I:[[]:]:[]

we O 0MO0 O OO0

Kebangsaan WHNI D WNA Negara i

Pemotongan Zakat Bag: Hasil: 3 Ya=25% atau......... % [ ] Tidak
Rekening di BRI Syariah sebelumnya No :

® DATATAMBAHAN UNTUK APLIKASI KARTU ATM / PIN

Apabila tidak mengajukan pembukaan /penggantian /penutupan kartu ATM/PIN, maka data dibawah ini tidak perlu diisi

Nama gadis ibu kandung . l[lllll],]llllllll!llll[l!llili

Status permohonan kartu / pin *)

D Penerbitan kartu baru

D Penggantian kartu karena  : D Hilang D Rusak
D Penutupan kartu karena ; D Rekening di tutup D Kartu ditutup
D Penggantian PIN karena ': D PIN Lupa D Karty terfelan

Kantor Cabang asal rekening : Kantor Cabang BRI :

.................................................................................................

Untuk penggantian / penutupan kartu/pin, nomor kartu [Tl FII1 [Ll IJ FI—J ‘ r ] l J J ]J_]

.....................................................................................................

Nama & Tanda Tangan Pejabat Bank Nama & Tanda Tangan Nasabah
DIiSI OLEH BANK ]
NIN/CIF Tanggal Dibuka : ‘
No. Rekening M
Setoran Pertama : Rp. ) r Disetujui oleh Dibuat oleh

&

Lembar: ; E\lgngah ") ber tanda v untuk Kotak yang dipilih



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
KANTOR CABANG SYARIAH HEER

Syarat-syarat dan ketentuan umum Tabungan Mudharabah

A. Ketentuan Umum

D.

E.

Tabungan dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil. .

Tabungan diperuntukkan bagi pemitik dana/shahibul maal perorangan atau badan usaha.

Bank akan memberikan Buku Tabungan alas nama perilik dana/shahibul maal dengan fasilitas tarik setor antar cabang/Transaksi
Antar Cabang (TAC) BRI Syariah kepada penabung. .

Apabila buku tabungan (BUTAB) hilang, pemilik dana/shahibul maal harus segera melaporkannya kepada kantor cabang BRI Syariah
asal (pembuka rekening) i:lengan menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian dan surat permyataan kehilangan.

Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang
dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank. 7

Dalam bhal terdapat perubahan tanda tangan dan atau alamat nasabah, maka nasabah wajib segera memberitahukan perubahan
tersebut kepada kantor cabang BRI Syariah Asal (tempat nasabah membuka rekening) dan meminta untuk penggantian BUTAB.
Apabila nasabah meninggal dunia, saldc tabungan beserla bagi hasil akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah yang ditetapkan
dalam akte penetapan ahli waris atau akta pembagian waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Segala kerugian alas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB)/Kartu ATM/PIN dalam bentuk apapun termasuk juga yang
diakibatkan hilangnya BUTAB/Kartu ATM/diketahui PIN oleh arang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana/shahibul
maal. ’

Apabila karena sesualu hal jaringan komunikasi cabang BRI syariah terputus, maka pelayanan kepada nasabah untuk sementara
fidak dapat dilaksanakan sampai dengan komunikasi normal kembali,

Fusllitas ATM BRI Syarlah

1.

MNasabah akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (Personal ldentification Number) dalam sampul tertutup yang akan
diserahkan langsung kepada Nasabah. Untuk pengambilan PIN dan kartu, serta menanda tangani sural tanda terima kartu dan PIN
sebagai syarat sahnya kartu dan PIN tersebut, nasabah harus datang sendiri ke bank dan tidak dapat diwakilkan.

Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah, dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada
siapapun. Segala akibal penyalahgunaan PIN menjadi resike dan tanggung jawab Nasabah.

Penyetoran dan Penarikan

1.

2.

9.

10.

Setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- sedangkan seloran menggunakan fasilitas TAC
minimal Rp.20.000,- :

Pemilik dana/shahibul maal dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana setiap hari kerja selama kas buka yang ditentukan BRI
Syariah, khusus TAC yang dilakukan di kantor cabang BRI transaksi mengikuti jam pelayanan TAC di kantor cabang BRI Syariah Asal
(Kantor cabang BRI Syariah tempat nasabah membuka rekening).

Setiap penyetoran lunai dapat dengan lanpa BUTAB, sedangkan setiap penarikan tunai harus menggunakan BUTAB / Kartu ATM
(apabila felah tersedia fasilitas ATM). .
Setiap setoran atau penarikan dengan BUTAB harus menggunakan /mengisi formulir yang ditetapkan BRI Syariah, sedangkan
penarikan dengan Kartu ATM menggunakan nomor PIN. .

Jumlah setiap kali penarikan dengan BUTAB minimal Rp.10.000,- sedangkan penarikan dengan fasilitas an-line di Kantor Cabang BRI
Syariah Transaksi atau menggunakan fasilitas ATM minimal Rp.20.000,-.

Maksimum penarikan di kantor cabang BRI Transaksi dibatasi Rp.50.000.000.- dalam 1 hari tanpa dibatasi frekuensi penarikan.
Penarikan di kantor cabang BRI Asal tidak dibatasi baik jumlah maupun frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi.

Setiap penarikan di Kantor Cabang BRI Syariah Transaksi diatas Rp.10.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,-
sedangkan penarikan dikanlor cabang BRI Syariah Asal tidak dibebani biaya Administrasi.

Saldo setelah penarikan di cabang BRI Syariah minimal Rp.10.000,- sedangkan khusus pada transaksi on-line (TAC) saldo setelan
penarikan minimal Rp.100.000,- ;

Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik dana/shahibul maal dan kartu
identitas asli dari pemitik dana/shahibul maal dan penerima kuasa. )
Penyetoran dan penarikan tunai diatas Rp.50 juta (yang mempengaruhi jumiah. kas/uang fisik BRI di Kantor Cabang Transaksi)
dikenakan surcharge

Peneatuan Nisbah dan Perhitungan Bagl Hasil

1.
2;
3
4.

Besarnya nisbah didasarkan alas kesepakatan bersama.

Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.

Bagi hasil akan dibayarkan z<tiap bulan. .
Pajak atas tabungan akan ¢ potong dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentlan Rekening Tabunzan

1.
2.

3.

Bank maupun penabung sewakiu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pgmbeﬁtahugn séca_rg t.eﬂulitl.s.
Penutupan rekening hanys dacat dilakukan oleh nasabah di kantor cabang BRI Syariah Asal dengan dikenakan biaya administrasi
penutupan sebesar Rp.10.00 .- _ . _ _ :
Jika penutupan tabungan ditutup sebelum akhir bulan, maka penabung tidak mendapatkar bagi hasil.

[ )




KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Ji. KHA. Dahlan No. 83 Yogyakarta
Telp. 0274 - 411221, 450603 Fax. 0274 - 411222

‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

SURAT KETERANGAN
No. B. 514} - KCS-VII/P15/02/2007

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama . Sukartidjo
Jabatan - Asisten Manajer Operasional
Unit Kerja - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk

Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa :

Nama . Hary Suwandi

NIM - 03380416

Fakultas . Syariah

Universitas . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitan di PT. BRIl Syariah Yogyakarta dalam rangka
penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan Judu!l Penelitian : Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah
(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta) mulai
dari tanggal 01 Februari s/d 04 Maret 2007

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, 06 Maret 2007

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Mitra Bisnis yarnig Amanah & Maslahah
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